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rerlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur . 

l'ndang - I /ndang Nornor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan 
r 'aerah Daer all Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik 
l idonesia Tahun 1959 Nornor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 
l R22); 

-? I 'urlang - Undang Nornor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 
ywg Hersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
1 ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 I]: 

1 L ndang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
l;Jen1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
l embarau Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

l l. n+ang-Undang Nomor 2'.) Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
r- embangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2Clfl·t Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

', 1. n+ang - Undang Nornor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 
:intc1ra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
F epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara 
F euublik Indonesia Nornor 4438); 

• 

I: ahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IX Pembangunan 
Ire s a · d a n Pernban guna n Kawasa n Pedesaaan dalam Undang 
U n da n g No mo r 6 1 ahun 2014 tentang Desa maka perlu dilakukan 
f enetapan pembangunan desa yang berbasis kawasan perdesaan; 

b l ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a, maka 

BUPATI KOLAKA TIMUR. 

UENGAN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN 

KAWASAN PEDESAAN • 
TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 

NOMOR 19 TAHON 2015 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
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Pr-mbangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; 
J ', P -raturan Presiden Nomor JS Tahun 2010 tentang Percepatan 

P maggulangan Kemiskinan: 
l<i. Peraturan Presiden Nornor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa. 

Pernbangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, 
l?, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

P -rubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2'106 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

l P Pvraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi 
ct m Tata Keria Lernbaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur; 

Ju P -raturan Bupati Kolaka Timur Nornor 47 Tahun 2014 Tentang 
P~niabaran Anggaran F'endapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015; 

~:e, P~ratimrn Bupati Kolaka Timur Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015. 

Menten Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang 14. Poraturan 

r. U :l(hing· Un dang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(I ernhar;::11 Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
TirHhahan Lernbaran Negara Nomor tlS85); 
l_LHhng .. Undong Nomnr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
P•1nrndang-undangan (Lernharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor n;:, Tamhahau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

P Undang - Undang Nornor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten 
K rlaka Timur di Provins! Sulawesi. Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23}; 
fftld1:n1g · Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aaparatur Sipil 
Nf:g;-1ra [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, 
T unbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

1 q Undang - Uudang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
11 U ndang · Un clang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(l .ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah 
d ubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 
2·H4 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 
tt ntang Pemerintahan Daerah; 

l L P ::ratm,;111 Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan 
P -mbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(l .embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

1 l Peraturan Pemerinrahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pernbagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
lrdones!a Tahun 2007 Nomor 82); 
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ke masya r;:i karan: 

13, 

1 ... , 
,,;,.. 

J. l 

lO 
Bndan Perrnusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kolaka Timur; 
B;1dc1.n Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
B;1d3n -I'ermusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kolaka Timur; 
Lr mbaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah adalah lembaga yang 
dihentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
Prmerintah Desa dalam memherdayakan masyarakat: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB 
Dcsa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 
dibahas clan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang 
ditetapkan dengan Perat:uran Desa; 
Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar 
Pf merintahan Desa; 

JA Kcrjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau 
df sa dengan pihak ketiga dalarn bidang pemerintahan, pembangunan clan 

Desa 

BPD adalah 

Pcmerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 
SE bagai unsur penye]enggara pemerintahan desa; 
8;1d8n Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat 9 

sPb;:igai unsur penyelenggara pemerintahan daerah: 
4, Cmiat adalah pimpinan clan koordinator penyelenggaraan 

P,~meri~1tahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan 
n gasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 
da 1 nenyelenggaraan tugas umum pemerintahan; 

5 D esa adalah desa yzmg ada di dalam Kabupaten Kolaka Timur; 
6, K iwasan Perdesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat 

dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim dan air sebagai syarat penting bagi 
terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu: 

, Prmerintahan Des a aclalah penyelenggaraan urusan pernerintahan 
oleh Pernerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten 
Kolaka Timur; 

daerah 
Bupati adalah Bupati Kolaka Timur; 
Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat 

-, 
» 

Tl{dc1m ;:it'raturan Bupati ini yang dimaksud dengan : . / ; 

J. D1erah adalah Kabupaten Kolaka Timur; 

~ . .... ' 

' I; .. ,, 
'. 

Pasall 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PEMBANGUNAN KAW1\SAN PEDESAAN. 
DESA DAN PEMBANGUNAN 8lJPATI TENTANG PEJ~ATURAN 

MEMUTUSKAN : 

BUP.ATI KOLAKA TIMUR 
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Penbar gunan Kawasan Perdesaan Ber basis Masyarakat 
(PKPBfvl) dilakukan dengan rnemperhatikan: 

a. aspir asi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan; 
h. kewe nangan Desa: 
c. potensi Desa: 
d. kelancaran investasi ke kawasan perdesaan; 
e. keles tarian lingkungan dan konservasi surnber daya alam; 
f kese .asian kepentingan antar kawasan dan kepentingan um urn; dan 
g. kondisi sosial hudaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan. 

Pasal 5 

a. penaaan ruang; 
b. penerapan clan pengernbangan Pertumbuhan 
c. Terpidu Antar Desa (PPTAD); dan 
d. peng-ratan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan. 

1tuaqg lingkup PKPBM meliputi: 

Pasal4 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

ii ::)0.mLwgunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (PDPKP) dilakukan 
.nela'ui Pemhangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); 

() i.1f~l;~~ sanaau PDPKP S( bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
,;KPr' y;.:i.ng melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa. 

Pasal3 

'·-.~nd1::ing·11,::m Desa dan Pemhangunan Kawasan Pedesaan (PDPKP) bertujuan 
·. nt.ul< m-nuberikan rnang partisipatif dalam kaitannya dengan penetapan clan 
::P11i;;emlnngan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD), penguatan 
i, ~w;:,sitas masyarakat, kelernbagaan dan kemitraan. 

PasalZ 

BAB II 
TU JUAN 

-;i"l '-l1,:a.i 1kib,.,t dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja: 
i • · ~'e ·;ir11ran Desa adal sh peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh 

BP r:i her sama Kepala Des a, 

dilaksanakan ; : , t<e:1111r;rnn adalah bentuk hubungan ker]a sama yang 
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Dalarn penataan ruang secara partisipatif masyarakat desa berkewajiban: 
,1. mernelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai sosial budaya dan 

kon .ervasi sumber daya a lam; 
h. merielthara hasil pernanfaatan ruang desa; dan 
r. mercegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. 

Pasa19 

I 1) Dala T, penataan ruang secara partisipatif, masyarakat desa berhak : 
a. menyusun isi rencana tata ruang desa yang diselaraskan dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten; 
Ji. mengetahu: isi rencana tata ruang desa dan tata ruang diluar desa; 
r. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan 
.L memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari 

proses penataan ruang desa, 
(2) Korupensasi atas kerugian yang dialami akibat dari proses penataan ruang 

des;, drpuruskan dalarn rnusyawarah desa dan tidak bertentangan dengan 
per.tnran perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

(l 1 Pfm;•t;:1_::-111 ruang secara partisipatif pada area baru atau lokasi baru 
rlila);sr111ak:in dalam bentuk pola tata desa: 

( 2) Pen.rtaan ruang partisipatif pada desa-desa yang sudah ada dilaksanakan 
clalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi yang ada; 

i 3 l Penataan ruang partisipatif diluar desa diutamakan pada pengawasan 
pemaufaatan ruang; 

I 4) Dok mven Tata Huang Partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum 
I'err bauguuan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) 
antar cli::1sa 

Pasal7 

i l I'en. ta>n ruang dilakukan secara partisipatif yang meliputi: 
.; p··1rencc1r1:1a111·;.it::i ruang: 
11 p 'llFmf:12t3n ruang: dan 
c. p•1ngenr:l;,.lic111 pemanfaatan ruang. 

, lj F'eri~ t;:i;.rn ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
maszarakat secnra bersarna dan difasilitas: oleh Pernerintah Desa. 

i 3) Penrtaan ruang partisipatif dilakukan di : 
a. area baru atau lokasi baru; 
b. dosa-de.:a yang sudah ada: dan 
c d luar desa. 

Pasal6 

BAB IV 
PENATAAN RUANG 
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fondasi pernbangunan: 
sebagai 

(1) Pengernbangan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) dilakukan 
berdasarkan potensi clan ciri ekologi kawasan perdesaan. 

(2.) Peugernbangan PPT AD dilakukan untuk: 
a. pemberdayaan ekonorni rakyat yang berbasis pada potensi komunitas 

desa, 
b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa 

Pasal13 

(_ 1) Penetapan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) dilakukan 
berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan clan data profil desa 
yang dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif. 

{Zl Mekanisme penetapan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) 
mvliputi : 
a. Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) diusulkan masyarakat 

untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa: 
b. Perturnbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) diusulkan oleh Camat 

untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan 
i:. Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) Antar Kecamatan 

diusulkan oleh Ca mat masing-masing untuk ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal12 

BABV 
PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN 

PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA (PPTAD) 

Pe\aksanaan parrisipasi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan hak clan 
l{e\1 ajibrn masvarakat berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing. 

Pasal 11 

men=mukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan; 
men elihar» kelestar ian Ii ngkungan, nilai-nilai sosial budaya dan 
kous ervasi sumher daya alarn: 
men.perkuar kearifan lokal kornunitas kawasan perdesaan sesuai 
1 arakteristik masing-masing, 
menlorong dan mempertahankan ruang fi ik desa yang ideal; dan 

.: mencinrakau ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian. 

·~,n 1t;iar ,·uang desa secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan 
-;1~1:;varaLat dal.nn h~l · 

n11;n-;11sun profit desa dalam rangka menemukan, mengenali clan 
mer» lavagunakan potensi desa: 
men, ~wrk1J;11· efekrivitas perencanaan pembangunan desa; 

Pasal 10 
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Perguatau kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam hal : 
a. melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif 
b. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa 

(PPTAD); 
c, berpartisipasi dalarn kerjasama jejaring melalui penataan ruang 

parrisipatif dan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan 

r·• ·, ,t, 

Pasal 16 

Pembar.gunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) didukung 
snategi peng~1atan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, 

Pasal 15 

Bagian Pertama 
Penguatan Kapasitas Masyarakat 

BAB VI 
PENGUATAN l{APASITAS MASYARAKAT, 

KEJ..EMBAGAAN DAN KEMITRAAN 

,J., peu.ngkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan 
dalrm pengelolaan usaha ekonomi dan produksi: 

h. penguatan kelernbagaan ekonorni, manajernen badan usaha milik desa 
dan revitalisasi modal sosial kawasan perdesaan; 
infrtstruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan; 
pensuatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber pemasukan 
eknnomi serta pernasaran; dan 

e. penguaran kernirraan usaha ekonomi masyarakat 

Terpadu Antar Desa (PPTAD) meliputi Pertumbuhan Pt>1tgemh<1ngan 
kn;i.c1t:a1 : 

Pasal 14 

sejenisuva yang sehat clan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi 
modal melalui cara tanggung renteng dan sejenisnya. 

berkembangnya koperasi desa clan serta tumbuh f meudorong 

menoorong roda ekonomi sektor ril seperti pertanian, perikanan. 
p,?rtu kangan, usaha ekonorni kecil dan menengah, industri rakyat dan 
sejenisnya yang mampu menciptakan Japangan kerja produktif dan 
herkelaniutan di kawasan perdesaan: 

d. mendorong turnbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di 
k;1vv;15;:in perdesaan: 

"' mensinergikan kerjasarna jejaring antar desa dan pemangku 
kepentingun dalarn pengembangan ekonorni komunitas kawasan 
uerdesaan: dan 
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(1) Keg iatan penguatan kepasitas masyarakat dan kelembagaan meliputi 
a, fasilirasi: 
b. pelatihan berbasis kompetensi; 
c pendarnpingan: 
cL pemagangan: 
e. studi banding pola percontohan keberhasilan; 
f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi; 
g. advokasi: dan 
h, kegiatan lain sesuai kebutuhan. 

(c(1 Ker.iaran penguatan kapasitas masyarakat dilakukan dalam bentuk 
proses belajar partisipatif yang diarahkau untuk menghasilkan aksi bersama 
yang produktif 

Pasal 18 

perrberdayaan masyarakat: 
kelerobagaan usaha ekonomi kecil, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan 
<ejenisnya: 

1i, kad -r pernberdayaan masyarakat; dan 
,, fon rn Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis 

M-1~ varakat (PKPBM) Antar Desa. 

mitra Pemerintah Desa dalam IJ_ Lerr haga Kemasyarakatan sebaga: 

Periguaun kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan 
B,,1 basi., Masyarakat (PKPBM) meliputi ; 

.1 perrer+ntah Desa dan BPD; 

Pasal 17 

Bagian Kedua 
Penguatan Kapasitas Kelembagaan 

:,1. · 1e1 des.ran t erpencil: 
h. ir1·de!-,'lan tertingg2l; 
c . ierdesaan dipinggir dan dalam huran: 
d. 1erdesa.:in kritis dan riwan bencana: 
f', uerrlesaan desa adat; 

ierdesaan dipinggir area pertarnbangan: 
~:. perdesaan dipinggir area industri: dan 
h. nerdesaan rlaerah aliran sungai. 

Berbasis :.l 'ni"lciksdnakan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan 
•1bsyc11 akat (PKPPM:1 Antar Desa. 

'' \a:c;,Fan 1r11ruata11 kapasi tas masyarakat meliputi ·komunitas kawasan: 
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kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan c. berinisiatif dalarn 
lainnva. 

fl) Untuk menguatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, Kepala 
De sa memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. 

(;') Lernbaga Kernasyarakatan adalah mitra Pemerintah Desa yang bertugas : 
a. mernberdayakan rnasyarakat di desanya untuk berpartisipasi aktif 

dan produktif dalarn Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis 
Masyarakat (PKP8M); 

h. mewakili desanya di Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan 
Berb;:isis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa: dan 

Pasal 21 

(J) Bertuk dan struktur Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan 
Berhasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa sekurang-kurangnya terdiri 
keti 1.,1 mer augkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris 
dar anggora, yang keseluruhannya herjumlah ganjil; 

t ,~) Tugas Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 
(Pfl BM} Antar Desa rneliputi: 
a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah an tar desa; 
b. mernbahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana 

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); 
c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk membahas 

rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 
(PKPBl\fl dalam Musrenbang Desa: dan 

d. memher+kan dukungan atas pelaksanaan Pernbangunan Kawasan 
Perrlesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) oleh masyarakat. 

Pasal 20 

, J l Fombaugunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) 
rlilal sa nak.m rnelalui kernitraan multi pihak pemangku kepentingan. 

! Z I l Jnt, :k mendukung kemirraan antar desa dibentuk Forum Pernbangunan 
Kav. :::i~;~m Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Antar Desa. 

t 3 l Pembeutukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis 
M;:1sv:1rak2t (PKPBM) Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat 
ber.Iasarkan usulan masyarakat yang difasilitasl oleh SKPD yang membidangi 
bid;c1ng pernberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 19 

Bagian Ketiga 
Kemitraan 
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Perdesaan Kawasan penrtapan dokumen rencana Pembangunan 

,, musvawarah masyarakat tingkat desa; 
b, .nusvawarah masyarakat antar desa; 
r. ,H''nefapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran Pembangunan 

Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); dan 
d, nenyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). 
(6) Out.rut r=ncana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 

{TKPBM) mencakup : 
a. tata ruang desa: 
b. Pertumhuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan 
c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. 

f7) l'en-tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses 

Pembangunan Kawasan Perdesaan 

h. perencanaan: 
c uenetapan: 
d uelaksanaan: 
e. .iemanfaatan dan perneliharaan: dan 
r iengendalian dan pengawasan, 

i2 ! I'ah-uan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
c1.. oenyiapan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan 

'(awas::i.n Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); 
b. .iernbentukan Forum Pernbangunan Kawasan Perdesaan Berbasis 

vlasyarakat (PKPBM); 
c. ;osiali~asi kebijakan Pernbangunan Kawasan Perdesaan Berbasis 

vlasyat akat (PKPBM); dan 
cl. diskusi kelompok perencanaan partisipatif. 

i J) Tah.ip persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
SKPY) yang melaksanakan urusan pernerintahan bidang pemberdayaan 
masvarakat dan desa: 

(4) Perencanaan sehagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b harus 
memperhatikan: 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang 

\/\1.ilay,a h Kabupaten: 
h. iermasalahan ruang desa; 
r. Jrofildes~dan 
d. .iotensi unggulan desa. 

{·_c:J.) J k l l k l .Aang ran- ang ta .1 perencanaan 
Herbasis Masyarakat (PKPBM) meliputi : 

Perdesaan Berbasis Masyarakat Kawasan · i l Taha pan Pembangunan 
(PIG IJM1 meliputi : 

,1 ,)e ·.c;iapa11 dan pemasyarakatan kebijakan Pembangunan Kawasan 
"erdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); 

Pasal 22 

BAB Vil 
MEKANISME PEMBANGUNAN KA.WASAN PERDESAAN 

BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM) 
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d. pelaksanaan dan pernanfaatan tata ruang desa · dan Pertumbuhan 
Terpadu Antar Desa (PPTAD). 

(i S) Je11gaw::i.san terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 
i1erbasis Masyarakat (PKPBM) dilakukan melalui pengawasan sosial 

c 

, -leh masyarakat dan pengawasan fungsional yang dilakukan 
{ »ada saat perencanaan tata ruang desa, pernanfaatan ruang di luar desa 
~ ,fap pelaksanaan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) yang juga 

, la pat' dilakukan melalui pernbentukan Unit Pengaduan Masyarakat. !... - 

l 
I 

r . 

1;, 
! ··- .; 

',1 ~ 
-,_ 

supervisi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan l.ntas desa melalui 
j-elaporan yang meliputi: 

persiapan dan sosialisasi kebijakan Pembangunan Kawasan 
Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); 
perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa; 
penetapan rencana pola tata desa dan Pertumbuhan Terpadu 
Antar Desa (PPTJ\D); dan 

,, 
<· 

a. penggunaan tata ruang desa; 
b, pendayagunaan hasil Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan 
c. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan; Perdesaan Berbasis 

Masyarakat (PKPBM). \ 
I 

{:: Z) Tata cara pernanfaatan dan pemeliharaan hasil Pernbangunankawasan 
Ferdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) lintas desa diatur dengan 
kesepakatan antar desa. 

()3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pernbangunan Kawasan 
f 'erdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) lintas \ kecamatan diatur 
r'engan kesepakatan antar kecamatan. 

r_14) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f dilakukan oleh Bupati pada lintas kecamatan dan oleh camat pada 

UerLasis M:;1c;yarakat (PJ<Pl3M) dalam RPJM Desa dan RKP Desa yang telah 
-lius ill.an dan dibahas pada Musrenbang Desa. 

;r· flnk111w~n r=ncana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis 
f·-L,s·,;n:::ikat f Pl<PBM) diusulkan dan dibahas dalam Musrenhang Kecamatan 
y;-1n1:c nv~nqHk::-11, dokumen rencana Pembangunan Kawasan 
f'prr P~,-~1,rn Berbasis Ma. yarakat (PKPBM) antar Desa. 

· q ! Dok unen renc-ma Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis 
Mas rarakat (PKPBM) lintas Kecarnatan diusulkan dan dibahas 
dalan Musrenhang Kabupaten untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP 
Kab-rpaten yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Kawasan 
PP.r·de:,aan Berbasis Masyarakat (PKPBM) Kabupaten. 

110 )Pela ksanaan sebagai maria dirnaksud pada ayat (1) huruf d mencakup: 
<'L <osialisasi renrana Pernbangunan Kawasan Perdesaan Berbasis 

Masyarakat (PKPB:t,.;1).; 
b. pP11g1;1~tc1n kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan: 
r:. pelaksanaan penataan ruang secara partisipatif dan 

pengernhangan Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD); dan 
cl. monitoring dan evaluasi. 

( l '.I [Pernanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e melipuri : 
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pemberdayaan masyarakat dan d. memfasilitasi pelaksanaan 
pemerintahan desa; 

e. memfasilitasi hantuan teknis dan pendampingan; dan 
r. memfasilirasi koordinasi unit kerja pemerintahan desa 

dalam pengernbangan Lernbaga Kemasyarakatan. 

serra masyarakat: 
rl. fasilitasi musyawarah masyarakat, 
e. pendelegasiau urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan 

I'embangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) 
lintas Kecamatan: 

f. memborikan bimbingan, supervisi dan konsultasi: dan 
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lernbaga 

Kernasyarakatan. 
( '.-l) Pemhinaan teknis nperasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pa( 1,1 ayat ( l) dilaksanakan oleh Ca mat meliputi: 
a. rnemfas ilitasi musyawarah masyarakat: 
b. memfas ilitasi penguatan kapasitas kelembagaan; 
c, memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program 

Pernbangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM); 

rnanusia, kelembagaan dan peran 

( l) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan Pembinaan dan 
pengawasau terhadap Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan 
dan pernanfaatan serta pendayagunaan kawasan perdesaan. 

( -~) Pemhinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pa.la ayar (l) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi 
pemberdayaan masyarakat dan/atau pemerintahan desa dan pejabat 
rurgsional lainnya yang meliputi: 
a penetapan panduan operasional dan pedoman teknis pelaksanaan 

lainnva. 
h. pember iau fasilitasi perencanaan; 
c. peningkatan surnberdaya 

Pasal 24 

BABIX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Ft011cfapaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan 
pfnda;ng1111a~\Jl kawasan perdesaan dapat bersumber dari : 

.1. sw.rdaya masyarakat: 
: L 1\nggar.a11 Pendapatan dan Belanja N egara: 

i-\r11~garan Penrlapatan dan Belanja Daerah Propinsi: 
d. Ani~g;:iran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan 
" Sumber dana lainnya yang tidak mengikat. 

Pasal23 

BAB VIJI 
PENDANAAN 

( 
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BERfTA DAERAH KABUPATEN KOi.AKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 19 

03 Agustus 2015 

:··urnl;in~:kan di: Kolaka Timur 

:TIRAWUTA 
03 Agustus 2015 

i-'rr atu an Bunati irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
r\g~4r ·:eriap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
I'e-ratu ·an Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Kn],ika Timur 

Pasal 26 

Hnl-hal yang helurn diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
)'• i.1l~;=;;:manny2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 25 

BABX 
JCETENTUAN PENUTUP 

' 
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tukup jelas 

Pa:,-'11 5 

tukiu: je las 

(ukup jelas 

Pa:;. l 2 

r.ukup jelas 

, t P/\SAI. llf.Ml PASAL 

Dr lam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan yang direncanakan dan 
dif',,1:w.lGir p;,J,:i rlcsa atau beberapa desa di Kabupaten Kolaka Timur yang 
n; :,1111ld,i p ten..i andalan/unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan 
P' r115.g"rak pern iangunan ekonomi desa sekitarnya, dituntut pemberian ruang partisipatif 
111.~·;1,::11 ,\~.c11- m-Ialu: pernbangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang 
dil~11,- .. 1t1c1l<.c1n drnaan mernperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keuangan 
dr c;2, pot ~11si desa, kelancaran investasi kawasan perdesaan, kelestarian lingkungan 
d: n l r1qse1-v~i~,i sumber dava alarn, keserasian kepentingan, kepentingan umum, kondisi 
s• s,,31 1,udaya d.m ciri ekologi kawasan perdesaan. 

Pernberdavaan masyarakat diupayakan untuk keberdayaan komunitas 
p· ,,y. 1an sebingga m;:impu menemukenali potensi-potensi yang ada dan 
11,:,1d,1'iag11.11;1k.in ·~pc;1ra optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta 
!J. 1T,J :jsipasi «alam merencanakan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta 
1~1 1-d.1\ ag1.1na;.n. kawav.m jerdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan atas 
p, ,1k;11,:,::i m.isy.trakat yang rneliputi penataan ruang secara partisifatif pengembangan 
1-11 ,r.;11 per tumhuhan terpadu an tar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, 
k· lern··;:1.gc1an dan kernitraan. 

KAWASAN PEDESAAN 

PEM8ANGUNANDESADANPEMBANGUNAN 

TENT ANG 

NOMOR 19 TAHUN 2015 

PEHJ-\TURAN HUPATI KOLAKA. TIMUR 

PEJ\!JELASAN ATAS 

' 
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Pas-1.J 20 

~ .. r. J 
Cukup jelas 

Cukup ielas 

Pasal 17 

Cu-cup ielas 

Cukup ielas 

Cukup jeh~ 

l'as:11 15 

Culup jelas 

Culup jelas 

Cukup ielas 

P,:lsal 12 

Cuk rp ida:; 

f',,.s;al ll 

Cukrp jelas 

Cukup ielas 
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l'AMBJ'.\.HAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 19 

C11ku11 jelas 

tukup jelas 

l .ukup jelas 

{ :1tkup jc las 

C:ukup jelas 

' . "' 


